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“Do the best, this is your last day” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses perencanaan 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin 

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018. Perencanaan dapat  didefinisikan 

sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal 

yang akan dikerjakan di masa yang akan datang  dalam rangka  pencapaian  tujuan  

yang  telah ditentukan, oleh karena itu sebuah proses perencanaan akan 

menentukan hasil yang akan dicapai dimasa datang. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan mulai awal perencanaan pemanfaatan ADD, keterlibatan 

masyarakat dalam perencanaanya, dan juga alur perencanaannya, menggambarkan 

tujuan dan kondisi saat ini, kemudian mendiskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat rencana. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Tamansari Kecamatan Licin 

Kabupaten Bnyuwangi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah 

obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data  yang 

digunakan yaitu teknik pemeriksaan triangulasi, dan dianalisis dengan model 

analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diberikan dengan tujuan  untuk  meningkatkan 

penyelenggaraan  pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan  pelayanan, 

pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Proses perencanaan pemanfaatan 

ADD di Desa Tamansari bisa dikatakan cukup baik jika ditinjau dari segi 

partisipasi masyarakatnya, sebab jumlah partisipasi masyarakat mencapai 70% di 

dalam forum musyawarah pembangunan desa tahun 2018. Musrenbang Desa  
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adalah  forum  musyawarah  yang  membahas usulan-usulan  rencana  kegiatan  

pembangunan  desa  yang  berpedoman pada  prinsip-prinsip  perencanaan  

pembangunan  partisipasi  masyarakat Desa  serta  transparansi  pemerintah  

kepada  masyarakat.   

 Pada  Proses  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diawali dengan  

rapat  perdusun yang diikuti seluruh komponen masyarakat dan lembaga di Desa 

untuk menetapkan skala prioritas usulan yang akan dimuat dalam format 

RKPDes. Nantinya format RKPDes ini lah yang kemudian diusulkan dalam forum 

Musrembangdes. Di sisi lain dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

ADD, kepala desa juga membentuk TPK (Tim Pelaksana  Kegiatan) ADD yang 

bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

 Proses Musrenbang Desa Tamansari dipimpin langsung oleh bapak Rizal 

selaku kepala desa. Masyarakat menuturkan bahwa selama forum musrembang 

desa berjalan, kepala  desa bersifat terbuka terhadap usulan masyarakat. Jika 

dalam musrembangdes seluruh peserta telah menyepakati usulan 

kegiatan/program maka rancangan usulan tersebut akan dievaluasi kembali 

sebelum ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2018. Di tahap akhir pemerintah desa 

harus menyusun Rencana Penggunaan Dana   (RPD) sesuai RKPDes yang telah 

ditetapkan. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Alokasi 

Dana Desa (yang dalam penulisan selanjutnya akan disingkat ADD)  merupakan 

salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh desa berdasarkan Pasal 72 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ADD  menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pasal 72 ayat (1) huruf d 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ADD paling sedikit 

10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana 

Perimbangan yang dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus, 

selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. 

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011) sebagai 

berikut: 

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 

4. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial; 
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5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 

Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran ADD yang 

Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi menyebutkan, penetapan besaran 

atau perhitungan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa 

ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD 

Khusus menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator 

yang ditetapkan. Dalam penghitugan besarnya ADD Minimal, ADD Proporsional, 

dan ADD Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tersebut ditentukan 

berdasarkan perhitungan sebagai berikut. 

1. Untuk ADD Minimal sebesar 75% dari pagu ADD Kabupaten dibagi 

jumlah desa dalam kabupaten. 

2. Untuk ADD Proporsional sebesar 20% dari pagu ADD kabupaten dikali 

nilai bobot desa. 

3. Untuk ADD Khusus sebesar 5% dari pagu ADD kabupaten.  

 

Nilai bobot desa yang dimaksud dalam poin 2 diatur dalam Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1, ditentukan berdasarkan 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1. indikator jumlah aparatur pemerintah desa; 

2. indikator jumlah penduduk desa; 

3. indikator angka kemiskinan; 

4. indikator luas wilayah desa. 

Berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) diatas maka jumlah 

besaran ADD tiap desa ditentukan oleh jumlah perhitungan ADD Minimal, ADD 

Proporsional, dan ADD Khusus, sehingga dalam pemberian jumlah besaran tiap 
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desa sudah memiliki pedoman perhitungan. Darmiasih dkk (2015) 

mengemukakan bahwa maksud dari pemberian ADD adalah sebagai bantuan dana 

perangsang untuk mendorong dalam membiayai progam Pemerintah Desa yang 

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

ADD yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Desa Tamansari Kecamatan 

Licin Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari merupakan salah satu desa di 

Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan besaran ADD paling besar di antara 

desa-desa yang lain pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. 

(http://sinergi.radarmalang.id/tamansari-terima-add-paling-besar-gitik-terkecil-

radar-banyuwangi/ di akses pada 20 Desember 2018 pukul 07.00). Berikut ini 

merupakan ADD desa-desa di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. 

 

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Licin Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2018 

No Nama Desa 
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

(Dalam Rp 000) 

1 Gumuk  787.072 

2 Jelun 772.717 

3 Licin  777.089 

4 Banjar 804.089 

5 Segobang 930.96 

6 Pakel 749.165 

7 Kluncing 764.878 

8 Tamansari 1.055.021 

  Jumlah 5.585.970 

Sumber: Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2018 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel tersebut Desa Tamansari mendapat Alokasi Dana Desa 

paling besar dari desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data 

terlampir. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD 

tersebut diharapkan dalam pengelolaannya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan dapat mengembangkan sosial budaya yang dimiliki Desa 
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Tamansari sesuai dengan tujuan pemberian ADD. Pencairan dana Alokasi Dana 

Desa (ADD) Desa Tamansari melalui tahap I dan tahap II seperti tabel berikut. 

 

Tabel 1.2 Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Tamansari Tahun 2018 

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahap I 605.117.000 

Tahap II 449.904.000 

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) 1.055.021.000 

Sumber: Rencana Penyerapan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari Tahun 

2018 (data diolah) 

 

Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tentunya harus 

dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran ADD 

yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada pasal 13 ayat 1 

menyebutkan penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa) yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang 

melibatkan Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD 

(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh agama/masyarakat. Hasil 

Musrenbangdes ditetapkan dalam peraturan desa tentang RPJMDes (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa).  

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 pada pasal 17 ayat 1 

menyebutkan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa 

paling banyak 50% dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan 

tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang: 

a. operasional pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah desa, yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa; dan 

b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

Pada ayat 2 menyebutkan ADD yang digunakan untuk pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 
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50% dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap kepala desa 

dan peranglkat desa yang diarahkan untuk: 

a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas 

umum desa lainnya; 

b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dianggap 

penting; dan 

c. mendukung progam-progam pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten. 

Sebesar paling sedikit 50% dari Alokasi Dana Desa harus digunakan 

sebagai belanja pemberdayaan sesuai yang telah disebutkan diatas sehingga desa 

mampu mensejahterakan masyarakatnya dan juga mengembangkan potensi desa. 

Berikut merupakan jumlah penggunaan dana ADD oleh Desa Tamansari menurut 

rekapitulasi penggunaan dana ADD Desa Tamansari tahun anggaran 2018. 

 

Tabel 1.3 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari Tahun 2018 

No Uraian Jumlah 

1. Penyelenggaraan pemerintah Rp 548.511.000,00 

 Penghasilan tetap Rp 316.200.000,00 

 Penghasilan tunjangan dan atau penghasilan 

lainnya 

Rp 46.200.000,00 

 Operasional perkantoran Rp 58.310.000,00 

 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 

Pemerintah Desa 

Rp 44.341.500,00 

 Operasional BPD Rp 23.492.000,00 

 Pendataan Desa Rp 400.000,00 

 Penyelenggaraan musyawarah desa Rp 9.580.000,00 

 Pengelolaan informasi desa Rp 24.000.000,00 

 Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa Rp 14.000.000,00 

 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 

dan Keagamaan 

Rp 4.000.000,00 

 Penyelenggaraan Pembentukan BPD Rp 7.987.500,00 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 57.100.000,00 

 Pembangunan plengsengan Rp 12.500.000,00 

 Pembangunan jalan permukiman Rp 44.600.000,00 

3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp 93.900.000,00 

 Pembinaan ketentraman dan ketertiban Rp 3.500.000,00 

 Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, 

LPMD, PKK, Karang Taruna) 

Rp 80.400.000,00 

 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Rp 10.000.000,00 
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4. Pemberdayaan Masyarakat Rp 355.510.000,00 

 Pelatihan kepala desa dan perangkat desa Rp 37.500.000,00 

 Pelatihan usaha 

ekonomi/pertanian/perikanan/perdagangan 

Rp 12.100.000,00 

 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi 

produktif 

Rp 65.910.000,00 

 
Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga 

miskin 

Rp 240.000.000,00 

Total Belanja Desa Rp 1.055.021.000,00 

 

Sumber: Rekapitulasi Perencanaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari 

Tahun anggaran 2018 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel tersebut Desa Tamansari telah memberikan sebesar 

48,01% untuk pemberdayaan dengan klasifikasi yaitu untuk pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, 

sedangkan penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan mencapai 51,99%. 

Bapak Rizal selaku Kepala Desa Desa Tamansari menyatakan argumentasi 

sebagai berikut. 

 

“Memang orientasi kita sejak tahun 2016  itu pemberdayaan, 

memporsikan APBDes itu pada pemberdayaan tidak hanya 

infrastruktur, dan juga kami berusaha mengembangkan potensi desa 

wisata kita. Kalo kita hanya infrastruktur tanpa menguatkan 

manusianya, kalo kita tidak punya daya saing infrastruktur kami 

akan hanya membangunkan orang-orang yang akan berinvestasi 

disini. Tetapi ketika kita menginvestasikan untuk sumberdaya 

manusianya dengan lembaga-lembaga yang ada, kita sudah berusaha 

sedikit demi sedikit karna tidak semudah membalikkan telapak 

tangan, minimal manusia-manusia yang ada disini minimal bisa 

memanfaatkan apa yang ada disini, potensi-potensi yang ada di desa 

ini. Namun namanya membangun manusia itu tidak akan terlihat 

seperti kita membangun jalan”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut Desa Tamasari sedikit demi sedikit telah 

memfokuskan pembangunan pada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

tujuan dari pemberian dana ADD. Desa Tamansari telah mendapatkan apresiasi 
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sebagai hasil dari pembiyayan pemberdayaan yang dialokasikan dari dana ADD 

yaitu penghargaan Desa Wisata Award.  

Desa Tamansari telah meraih Desa Wisata Award dari Kementrian Desa, 

Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), desa di 

lereng Gunung Ijen tersebut menjadi Desa Wisata terbaik dalam kategori 

pemanfaatan jejaring bisnis. “Desa tersebut juga mendidik para penambang 

belerang di Gunung Ijen dengan berperan ganda menjadi pemandu wisata. Selain 

menambang belerang, mereka juga memanfaatkan troley belerangnya untuk 

mengangkut wisatawan yang kelelahan. Ini bisa menjadi side income buat 

mereka” kata Anas.  (daerah.sindonews.com diakses 20 Desember 2018). 

Banyak diberitakan di media masa lainnya tentang keberhasilan desa 

wisata di Desa Tamansari selain oleh daerah.sindonews.com yaitu seperti di 

Detik.com, www.tribunnews.com, rri.co.id, dan masih banyak lagi media yang 

mengapresiasi Desa Tamansari dalam mengembangkan potensi wisatanya. Desa 

tamansari memiliki letak yang berdekatan dengan kawasan wisata Gunung Ijen 

yang menjadi icon dari kabupaten Banyuwangi dengan khasnya yaitu Blue Fire. 

Lokasi yang berdekatan dengan jalur pendakian Gunung Ijen menjadikan desa 

tamansari sebagai tempat rest area bagi para pendaki, sehingga memberikan 

keuntungan tersendiri bagi Desa Tamansari dalam hal pengembangan pariwisata.  

Wisata di Desa Tamansari dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

sehingga sesuai dengan tujuan pemberian ADD. Sesuai dengan penjabaran 

sebelumnya bahwa penyertaan modal maupun pengembangan BUMDes untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa merupakan salah satu penggunaan dari ADD 

dalam hal belanja pemberdayaan masyarakat.  

Siagian dalam (Sarinah, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan dapat  

didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang 

dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang  dalam rangka  

pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan. Karena perencanaan dianggap sebagai 

sebuah proses maka Sarinah (2017:31) menjelaskan  bahwa terdapat 4 kegiatan 

perencanaan yang meliputi. 

 Langkah 1: Menetapkan tujuan. 
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Perencanaan dimulai  dengan  keputusan  tentang  apa  yang  diinginkan  

atau dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sub unit. 

 Langkah 2: Menganalisa kondisi saat ini. 

Analisa perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

permasalahan dan potensi  sumberdaya  yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan. 

 Langkah 3: Mendefinisikan faktor pendukung dan penghambat rencana. 

Mengetahui faktor pendukung dan penghambat sangatlah penting dalam 

sebuah perencanaan agar keputusan yang diambil tepat  

 Langkah 4: Mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai 

tujuan. 

Proses perencanaan melibatkan berbagai  alternatif  arah  tindakan  untuk  

mencapai  sasaran  yang  di inginkan,  mengevaluasi  alternatif-alternatif  yang  

ada  dan  memilih diantara alternatif tersebut yang paling sesuai untuk mencapai 

sasaran. Perencanaan merupakan pedoman kegiataan pembangunan, 

kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang tujuan, strategi, dan rencana yang 

digunakan untuk mencapai tujuan serta aktor yang terlibat didalam proses 

perencanaan. Pengelolaan dalam penelitian ini yaitu fokus pada fungsi perencaan, 

sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses perencanaan ADD. 

Proses perencanaan ADD dilakukan melalui Musrenbangdes yang melibatkan 

pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh agama/masyarakat. 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang ada dalam pengelolaan. 

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Prajudi 

dalam Adisasmita (2011) menyatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian 

dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut perencana diperlukan 

untuk mendukung penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Istilah pengelolaan 

sangat identik dengan istilah manajemen, karena manajemen juga merupakan 

suatu proses dalam mencapai tujuan. Terry (2000) mendefinisikan manajemen 

adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan  planning, organizing, 

actuating, dan  controlling yang penggunaannya untuk mencapai tujuan, dan 
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dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya terbaik melalui 

tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan definisi yang 

dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya 

melaksanakan suatu kegiatan, namun merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisaian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Pemberian  ADD yang paling besar dengan sistem penggunaan ataupun 

pengelolaan oleh Desa Tamansari belum sesuai dengan ketentuan namun sudah 

meraih penghargaan sebagai desa wisata award yang dikelola melalui BUMDes, 

maka dengan fakta-fakta tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui proses 

perencanaan pengelolaan ADDnya. Perencanaan ADD merupakan pedoman 

kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa 

selama satu tahun, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2014) rumusan masalah diartikan sebagai suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Usman 

dan Akbar (2009) menyebutkan masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang 

diharapkan dengan kenyataan. Desa Tamansari merupakan desa yang menerima 

Alokasi Dana Desa terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan dalam penggunaannya 

belum sesuai dengan seharusnya, namun sudah banyak mendapatkan penghargaan 

sebagai desa wisata. Hal tersebut mendorong  penulis untuk mendalaminya 

melalui penelitian ini yaitu tentang proses perencanaan ADD di Desa Tamansari 

mulai dari proses perencanaan, penetapan tujuan,sasaran, strategi, penetapan 

pekerjaan, dan rancangan tanggung jawab aktor yang terlibat. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah perencanaan ADD di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Menurut Usman dan Akbar (2009) tujuan penelitian ialah pernyataan 

mengenai apa yang hendak dicapai, tujuan penelitian dcantumkan dengan maksud 

agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui 

dengan pasti apa tujuan menelitian itu sesungguhnya. Tujuan penelitian berkaitan 

erat dengan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena 

tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan 

penelitian. Berdasarkan definisi tujuan penelitian diatas maka peneliti  

menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai 

pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut: 

“mendiskripsikan proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Menurut Usman dan Akbar (2009) kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan nilai (value) baik secara akademis maupun praktis mengenai 

proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan 

Licin Kabupaten Banyuwangi. Adapun kontribusi yang ingin dicapai sebagai 

berikut. 

1.4.1. Bagi Dunia Akademis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian konsep 

tentang proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. 

1.4.2. Bagi Pemerintah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau informasi  

bagi seluruh stakeholder yang ada pada instansi pemerintah desa Tamansari 

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dalam proses perencanaan Alokasi 

Dana Desa (ADD). 
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1.4.3. Bagi masyarakat Luas 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bacaan untuk 

menambah sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat sehingga 

masyarakat mengetahui proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012) adalah penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Tinjauan pustaka berguna 

untuk menjelaskan posisi penelitian dalam sebuah penelitian, dan membuat 

kerangka berfikir dalam penelitian menjadi logis sistematis. Teori menurut Marx 

dan Goodson   dalam Moleong (2012) adalah aturan menjelaskan proposisi atau 

seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan 

terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati 

di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang 

diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan 

yang disimpulkan serta manifestasi. 

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam memahami beberapa fenomena dalam fokus 

penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah perencanaan dalam satu sumber 

keuangan desa yaitu ADD. Perencanaan ADD mulai dari sasaran, rencana yang 

digunakan dalam mencapai tujuan, dan aktor yang terlibat dalam proses 

perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah-masalah 

yang akan dihadapi. Masalah-masalah tersebut tentunya perlu landasan teoritis 

guna menguatkan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam 

proses perencanaan ADD.  

 

2.1 Konsep Dasar 

  Sebelum suatu penelitian dilakukan, seorang peneliti harus memiliki 

konsep dasar dalam mengkaji fenomena sosial yang akan diteliti, yang kemudian 

dapat dirangkum menjadi sebuah kerangka berfikir dalam penyusunan penelitian. 

Kerangka berfikir dari penelitian kualitatif dibangun berdasarkan alur berfikir, 

teori normative dan empiris. Teori dalam pendekatan kualitatif sangat diperlukan 

sebagai atribut dasar yang menunjang penelitian. Teori-teori tersebut kemudian 
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dijadikan kerangka teoritis yang menjadi dasar pemikiran seorang peneliti dalam 

mencari jawaban dan dalam mengakji permasalahan pada rumusan masalah. 

Singarimbun dan Efendi (1989) menyebutkan, konsep merupakan abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Konsep dalam 

sebuah penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi 

antara abstraksi dan realitas. 

 Dalam membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian, peneliti 

menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Konsep 

dasar merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menentukan langkah-

langkah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan 

pandangan konsep diatas, maka konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Desentralisasi 

2. Otonomi Desa. 

3. Keuangan Desa. 

4. Alokasi Dana Desa (ADD). 

5. Pengelolaan Keuangan Desa. 

6. Perencanaan 

7. Musrembang Desa 

 

2.2 Desentralisasi 

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas dan 

Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan 

demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de 

berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama 

sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat.  

Desentralisasi berkait dengan aspek administrasi, salah satu bagian penting 

dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang 

hierarki. Jenjang hierarki ini ada yang tingkatannya banyak dan ada yang 

tingkatannya sedikit. Misal satuan pemerintahan yang terdiri atas Pemerintah 
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Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan 

Pemerintah Daerah Tingkat III. Pada setiap jenjang hierarki terdapat pejabat yang 

bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Misal 

pada Pemerintah Provinsi terdapat Gubernur, pada Pemerintah Kabupaten terdapat 

Bupati, dan pada Pemerintah Kota terdapat Walikota. Gubernur bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi. Bupati bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Walikota bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pemerintahan Kota. 

Bayu Surianingrat (1980: 28-29) menjelaskan bahwa desentralisasi terdiri 

atas berikut ini.  

1. Desentralisasi jabatan (amtelijke decentralisatie), yaitu pemudaran kekuasaan 

atau lebih tepat pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam 

rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, 

desentralisasi ini disebut juga dekonsentrasi. Jika demikian, desentralisasi 

merupakan salah satu jenis desentralisasi. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah 

pasti desentralisasi tapi desentralisasi tidak selalu dekonsentrasi.  

2. Desentralisasi kenegaraan (statkundige decentralisatie), yaitu penyerahan 

kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas 

demokrasi dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara 

langsung mempunyai kesempatan 

 

2.3 Otonomi Desa 

Surianingrat (1992) menjelaskan otonomi atau autonomy (Inggris) atau 

autonomie (Belanja) berasal dari dua suku kata yaitu auto = sendiri dan nomoi = 

undang-undang atau aturan, dengan demikian otonomi berati mengatur sendiri. 

Kartohadikoesoemo dalam Surianingrat (1992) mengatakan pengertian tentang 

kewenangan sesuatu daerah-hukum yang dilukiskan dengan istilah asing 

“otonomi” dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah 

tangga” sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa 

Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda 
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waktu mereka masih menguasai Indonesia, adapun hak otonomi atau hak 

mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur 

dalam hukum adat, adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang 

bersangkutan dengan kepentingan keduniawian akan tetapi juga tentang 

kepentingan kerohanian. Menurut Surianingrat kesimpulannya adalah ada dua 

pengertian otonomi yaitu menurut hukum Barat yaitu otonomi (sempit) yang 

hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri dan hanya mengenai keduniawian 

saja, kedua menurut hukum adat yang luas dan mencakup keduniawian maupun 

kerohanian. 

Soetardjo dalam Nurcholis (2011) mengatakan bahwa desa adalah lembaga 

asli pribumi yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan 

hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya 

bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan 

kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan 

(kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk 

perseorangan. Clive D dalam Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa 

mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar 

menawar masalah pajak dengan penguasa diatasnya.   

Ndraha (1991) menjelaskan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah camat dan berhak menyelenggrakan rumah taangganya sendiri dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa-desa otonom adalah desa-desa 

yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-

tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain. 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat 

segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut 

penyelenggaraan rumah tangganya. 

2. Menjalankan pemerintahan desa. 

3. Memilih kepala desanya. 

4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. 
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5. Memiliki tanah sendiri. 

6. Mengali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri. 

7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. 

8. Menyelenggarakan gotong royong. 

9. Menyelenggarakan peradilan desa. 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.  

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah. 

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat didesa yang 

bersangkutan. 

2. Tanah, pusaka dan kekayaan desa.  

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa 

dan desa adat atau adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata mengatur dan mengurus pada undang-

undang tersebut memiliki makna yaitu, mengatur artinya memiliki kewenangan 

membuat kebijakan yang sifatnya mengatur masyarakatnya (public regulation), 

sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan (policy 

implementation). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat 

hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat aturan 

pelaksanaannya, dengan demikian desa bisa dikatakan mempunyai otonomi.  

Ndraha dalam Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah 

desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan 

hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain. 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat 

segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah 

tangganya. 

2. Menjalankan pemerintah desa. 

3. Memilih kepala desa. 
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4. Memiliki harta benda kekayaan sendiri. 

5. Memiliki tanah sendiri. 

6. Menggali dan menetapan sumber-sumber keuangan sendiri. 

7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Keuangan 

Desa). 

8. Menyelenggarakan gotong royong. 

9. Menyelenggarakan peradilan desa. 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. 

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus 

pemerintahannya, desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, diberikan kewenangan mencakup. 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul yang terdiri dari. 

1. Sistem organisasi masyarakat adat. 

2. Pembinaan kelembagaan masyarakat. 

3. Pembinaan lembaga dan hukum adat. 

4. Pengelolaan tanah kas Desa. 

5. Pengembangan peran masyarakat Desa. 

b. Kewenangan lokal berskala desa yang terdiri dari. 

1. Pengelolaan tambatan perahu. 

2. Pengelolaan pasar desa. 

3. Pengelolaan tempat pemandian umum. 

4. Pengelolaan jaringan irigasi. 

5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa. 

6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu. 

7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. 

8. Pengelolaan perpustakaanDesa dan taman belajar. 

9. Pengelolaan embung  Desa. 

10. Pengelolaanair minum berskala Desa. 

11. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilyah pertanian. 
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c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari. 

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa. 

2. Pelaksanaan pembangunan Desa. 

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa. 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa. 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari. 

1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. 

2. Sesuai dengan prinsip efesiensi. 

3. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan. 

4. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

otonomi desa adalah masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat. 

2.4 Keuangan Desa 

Keuangan desa secara umum sering diartikan sebagai semua hak dan 

kewajiban desa yang telah dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Desa, keuangan desa pada dasarnya merupakan 

sub sistem dari keuangan Negara, sehingga penting untuk sedikit mengetahui 

tentang keuangan Negara sebelum mendalami tentang keuangan desa. Keuangan 

Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai oleh uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik 

Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.   

Surianingrat (1992) mengatakan keuangan desa dirumuskan sebagai 

penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah 

desa dalam hal keuangan, ada dua factor yang mempengaruhi suksesnya kebijakan 

tersebut. 
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1. Faktor yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri pemerintah 

desa sendiri (seni mengadakan pendekatan pada masyarakat desa, 

keterampilan menetapkan pungutan desa dan melaksanakan pungutan, 

penyelenggraan administrasi keuangan, kelincahan pemerintah desa 

dalam bidang keuangan). 

2. Berada di luar dan di luar kemampuan pemerintah desa (inflasi, 

perubahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-

undangan). 

Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam 

menjalankan pemerintahan maupun pembangunan,  keuangan desa merupakan 

urat nadi desa, keuangan sehat berate “hirup-huripnya desa”, keuangan desa 

adalah cermin perkembangan pemerintah desa, desa dan masyarakat desa. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 menyebutkan keuangan 

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban desa. Menurut Nurcholis (2011) keuangan desa adalah semua 

hak dan kewajiban  dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.  

Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut: 

a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c) bagian dari hasil pajak daerah  dan retribusi daera Kabupaten/Kota; 

d) alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota; 

e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  
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g) lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Widjaja (2002) menjelaskan secara singkat sumber-sumber pendapatan 

dan kekayaan Desa adalah. 

1. Pendapatan asli desa terdiri atas: 

a) hasil tanak kas desa; 

b) hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat; 

c) hasil dari gotong royong masyarakat; 

d) lain-lain usaha desa yang sah. 

2. pendapatan yang berasal daari pemberian pemerintah daerah yang 

terdiri atas: 

a) sumbangan dan bantuan pemerintah; 

b) sumbangan dan bantuan pemerintah daerah; 

c) sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada 

desa; 

d) lain-lain pendapatan yang sah. 

Keungan desa sangat berkaitan dengan pendapatan desa dan juga pengeluaran 

Desa di dalamnya. Surianingrat (1992) mengatakan pendapatan desa adalah 

segenap penerimmaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan 

pengeluaran desa adalah pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, dan 

pekerjaan-pekerjaan pembangunan. Surianingrat (1992) menggolongkan 

penerimaan sumber-sumber penerimaan desa menjadi empat yaitu, dari 

pemerintah, dari masyarakat, dari pihak ketiga, dan dari kekayaan desa. Sumber 

pendapatan dan pengeluaran desa dikelola melaui Anngaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Kegiatan pengelolaan yang ditetapkan setiap tahun 

meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan 

serta perhitungan anggaran, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa 

yang dicantumkan pada APBDes. 

 

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang 

diterima oleh desa dan diberikan oleh pemerintah kabupaten dengan 
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mempertimbangkan bobot desa. ADD  menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pasal 72 

ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ADD paling sedikit 

10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana 

Perimbangan yang dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2005 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus, 

selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya 

terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 

menyebutkan Penetapan besaran atau perhitungan Alokasi Dana Desa yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa ditetapkan berdasarkan jumlah 

ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus menurut nilai bobot desa 

yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dalam 

penghitugan besarnya ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus 

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tersebut ditentukan berdasarkan 

perhitungan sebagai berikut. 

a) Untuk ADD Minimal sebesar 75% dari pagu ADD Kabupaten dibagi 

jumlah desa dalam kabupaten. 

b) Untuk ADD Proporsional sebesar 20% dari pagu ADD kabupaten dikali 

nilai bobot desa. 

c) Untuk ADD Khusus sebesar 5% dari pagu ADD kabupaten.  

Nilai bobot desa diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 

2016 pasal 5 ayat 1, nilai bobot desa ditentukan berdasarkan indikator-indikator 

sebagai berikut:  
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a) indikator jumlah aparatur pemerintah desa; 

b) indikator jumlah penduduk desa; 

c) indikator angka kemiskinan; 

d) indikator luas wilayah desa. 

Tujuan pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulant dana perangsang 

untuk mendorong dalam membiayai progam Pemerintah Desa yang ditunjang 

dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.  

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011) adalah: 

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 

4. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes).  

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayannya bersumber dari ADD 

dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan 

mengacu pada peraturan bupati/walikota. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 22 ayat 

2 menyebutkan penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% untuk belanja 

aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya 

pemberdayaan masyarakat. Nurcholis (2011) menjelaskan biaya pemberdayaan 

masyarakat digunakan untuk:  

1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; 
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2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes); 

3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; 

4. perbaikan lingkungan dan pemukiman; 

5. tegnologi tepat guna; 

6. perbaikan kesehatan dan pendidikan; 

7. pengembangan sosial budaya; 

8. kegiatan lain yang dianggap penting. 

 

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa 

2.5.1 Definisi Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. 

Banyak para ahli yang memberikan definisi tentang pengelolaan yang berbeda-

beda, namun  memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Menurut Prajudi dalam 

Adisasmita (2011) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan 

pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan 

untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Istilah pengelolaan sangat identik 

dengan istilah manajemen, karena manajemen juga merupakan suatu proses dalam 

mencapai tujuan. 

Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan manajemen (pengelolaan) adalah 

hal yang dilakukan oleh para manajer, manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas 

koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan oranglain, sehingga pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kita telah mengetahui 

bahwa koordinasi dan pengawasan kerja orang lain adalah aspek yang 

membedakan antara manajerial dan yang bukan manajerial, namun tidak berarti 

bahwa seorang manajer dapat bertindak sesuka hatinya kapan pun, dimana pun, 

atau dengan cara appapun. Manajemen melibatkan tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien oleh 

orang-orang yang tepat sesuai dengan bidangnya, sehingga idealnya manajemen 

dilakukan oleh seorang manajerial. 
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Terry (2000) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan  planning, organizing, actuating, dan  controlling yang 

penggunaanya untuk mencapai tujuan, dan dilakukan oleh individu-individu yang 

menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Terry dan Rue (1993) memberikan definisi lain bahwa 

manajemen adalah suatu proses kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang searah tujuan-tujuan organisasional atau 

maksud-maksud yang nyata, manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya 

adalah “managing” yang berarti pengelolaan sedangkan pelaksanaannya disebut 

manajer atau pengelola.  

Berdasarkan pengeritan-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan memiliki arti yang sama denga manajemen yang didalamnya 

memperhatikan proses kerja yang efektif dan efisien, mengorganisasikan suatu 

pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat 

dicapai dengan baik. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan 

tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen 

seperti perencanaan, pelaksanaan pengorganisaian dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh 

seorang manajer. Pengertian-pengertian tentang teori tersebut dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah teori pengelolaan oleh Terry yang mendefinisikan 

pengelolaan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, 

organizing, Actuating, dan controlling. 

2.5.2 Fungsi-Funsi Pengelolaan 

Menurut manajemen jika dilihat dari sudut pandang fungsi, maka akan 

berbicara tentang proses menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas 

tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. Fayol dalam Robbins dan Coulter (2010) 

mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima buah fungsi yaitu 

perencanaan (planning), penataan (organizing), penugasan (commanding), 

pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controling). Manajemen 

merupakan sebuah bentuk kerja, maka seorang manajer dalam melakukan 
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pekerjaannya harus melakukan kegiatan kegiatan tertentu yang dinamakan funsi-

fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut akan di jelaskan secara sepintas 

pada masing-masing fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan. 

1) Planning  

Terry (2000) menjelaskan Perencanaan (Planning) adalah menetapkan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang 

digariskan, mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Dalam proses 

menetapkan pekerjaan yang harus atau akan dilakukan perlu kemampuan untuk 

mengadakan gambaran dan melihat ke depan guna guna merumuskan suatu pola 

tindakan untuk masa depan. Terry dan Rue (1993) medefinisikan perencanaan 

adalah kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-

tujuan itu.  

Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan perencanaan sebagai proses 

mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai 

tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta 

mengkoordinasikan kegiata kerja. Fungsi perencaaan dalam proses 

menjalankannya seorang manajer akan mendefinisikan sasaran-sasaran, 

menetapkan stategi untuk mencapai sasaran-sasaran itu, dan mengembangkan 

rencana kerjauntuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas 

menuju sasaran-sasaran tersebut. Kesimpulannya perencanaan merupakan sebuah 

fungsi manajemen yang meliputi pendefinisian sasaran, penetapan stategi untuk 

mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja untuk mengelola akvitas-

aktivitas, sehingga fungsi perencaan sangat penting dalam pelaksanaannya karena 

perencanaan menjadi pondasi dalam sebuah manajemen yang akan menentukan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.  

Perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan nonmanajer dalam 

mencapai sasarannya. Ketika kariyawan mengetahui apa yang menjadi sasaran 

organisasinya atau unit kerjanya dan apa yang harus mereka kontribusikan untuk 

mencapai tujuan itu, mereka dapat mengkoordinasikan kegiatannya, saling bekerja 
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sama, dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya. 

Berikutnya perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian dengan mendorong para 

manajer memandang kedepan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan 

dampak perubahan dan mengembangkan respon yang tepat. Perencanaan juga 

meminimalkan pemborosan dan kekosongan, apabila aktivitas kerja dijalankan 

sesuai rencana, maka ketidakefesienan akan dapat dikuragi dan dihilangkan. 

Perencaan juga menetapkan tujuan atau standart yang digunakan dalam 

pengendalian, ketika para manajer melakukan perencanaan mereka akan 

mengembangkan tujuan dan rencana. 

Kesimpulannya perencanaan merupakan proses mengidentifikasi tujuan 

organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan 

mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan 

kegiatan kerja. Perencanaan merupakan pondasi awal sebuah organisasi akan 

dijalankan. sebuah peta yang akan memberikan panduan pada organisasi dalam 

proses mencapai tujuannya. Inti dari proses perencanaan adalah menentukan 

tujuan dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut.  

Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan tujuan (sasaran) adalah hasil yang 

diinginkan atau target, hal itu memandu keputusan manajemen dan membentuk 

kriteria terhadap hasil kerja yang diukur karena itulah tujuan sering disebut 

sebagai dasar perencanaan. Jenis-jenis tujuan dibagi menjadi 2 yaitu tujuan yang 

dinyatakan dan tujuan sebenarnya. Tujuan yang dinyatakan adalah laporan resmi 

tentang apa yang dilakukan organisasi dan apa yang ingin diyakini oleh para 

pemangku kepentingan tentang tujuannya. Tujuan sebenarnya adalah tujuan yang 

secara aktual dikejar oleh organisasi, mendefinisikan tindakan prioritas, seperti 

yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. 

Jenis-jenis rencana tersebut tidak independen artinya rencana strategis 

bersifat jangka panjang, memberi arahan, dan digunakan satu kali sementara 

rencana operasional biasanya bersifat jangka pendek, spesifik dan siaga. Proes 

perencanaan ADD disususun melalui forum Musyawarah perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum 

musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa. 
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proses merencaakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD harus 

benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan 

sumber pendapatan utama di desa. Rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan 

utama dalam penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang 

disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat 

desa yang nantinya merupakan pedoman kegiataan pembangunan, 

kemasyarakatan dan pelayanaan kepada masyarakat desa selama satu tahun.  

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses perencanaan ADD di desa 

Tamansari kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, karena fungsi perencanaan 

merupakan pondasi awal yang menentukan arah sebuah organisasi akan dibawa 

kemana. Perencanaan sebagai proses awal menentukan sasaran dan tujuan, 

sehingga dalam studi kasus ini Desa Tamansari dalam mengalokasikan anggaran 

ADD tidak sesuai dengan aturan namun sudah banyak mendapatkan apresiasi 

dibidang wisata yang dikelola oleh BUMDes menjadi alasan ketertarikan 

menelitinya. Hal-hal lain yang akan di bahas selain proses perencanaan adalah 

penetapan tujuan, sasaran, strategi, penetapan pekerjaan, rancangan tanggung 

jawab aktor yang terlibat. 

2) Organizing   

Langkah selanjutnya setelah melakukan sebuah perencanaan adalah 

melakukan pengorganisasian. Terry dan Rue (1993) mendefinisikan Organizing 

atau mengorgasisir adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer 

yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota 

kelompok. Terry (2000) menjelaskan organizing  mencakup : 

a. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan ke dalam kelompok-kelompok. 

b. Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan 

tersebut. 

c. Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. 

Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga 

penugasannya dalam unit-unit organisasi dimasukkan ke dalam unsure 
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organizing. Pengorganisasian melahirkan peranan peranan kerja dalam 

struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama 

secara efektif guna mencapai tujuan bersama. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-

sumber yang diperlukan, termasuk sumberdaya manusia dalam penempatan posisi 

kerjanya, sehingga sesuai dengan keahliannya dan dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan efisien. Sebenarnya manusia adalah sumber yang paling penting dalam 

sebuah proses manajemen, sehingga dalam proses pengorganisasian akan dikenali 

antara potensi sumberdaya manusia dengan posisi kerjanya. Mengorganisir 

merupakan cara untuk mempersatukan sumberdaya manusia dslsm pelaksanaan 

tugas-tugas yang saling bersangkutan. Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu 

proses ppembagian kerja. Terry dan Rue (1993) menjelaskan ada dua pembagian 

kerja, pertama pembagian kerja secara vertikal yang didasarkan atas penetapan 

garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan 

organisasi itu secara tegak, kedua pembagian kerja secara horisontal yang 

didasarkan atas spesialisasi kerja.   

3) Actuanting  

Terry (2000) mendefinisikan actuating atau disebut juga “gerakan aksi” 

mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan 

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Actuating mencakup 

penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, 

memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi komponsasi 

kepada mereka. 

4) Controlling  

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Terry (2000) 

menjelaskan pengawasan atau controlling mencakup kelanjutan tugas untuk 

melihat apakah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana. 

Dalam proses controlling pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-

penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan tercapai 

dengan baik sesuai target, dalam proses perbaikan dapat melalui berbagai cara 
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termasuk merubah rencana bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau 

merubah wewenang. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang 

terjadi harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal 

yang sudah atau akan dilaksanakan. Pengawasaan berkaitan dengan mengetahui 

apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan.  

Akhirnya pengawasan harus dapat memberikan jalan untuk melakukan 

tindakan-tindakan koreksi. Pengawasan atau pengendalian untuk membantu 

dalam mengidentifikasikan problema-problemaa manajemen. Usaha-usaha untuk 

mengidentifikasi problema-probelma merupakan tantangan bagi para manajer. 

 

2.5.3 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa 

Yabar dan Hamzah (2016) mendefinisikan pengelolaan keuangan desa 

sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang terdiri 

dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi. 

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan 

daerah yaitu 1 Januari samapai 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Menurut Nurcholis (2011) kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut. 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. 

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. 

3. Menetapkan bendahara desa. 

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 

5. Menetapkan petusgas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan 

perangkat desa lainnya. sekertaris desan bertindak selaku coordinator pelaksana 

pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa dan 
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pemegang kas desa adalah bendahara desa. Penelitian ini ingin mendeskripsikan 

proses perencanaan ADD mulai dari sasan dan rencana yang digunakan dalam 

mencarap tujuan, keterlibatan aktor di dalam proses perencanaan dan perannya.  

Alasan peneliti hanya meneliti dalam proses perencanaannya adalah karena 

perencanaan merupakan pondasi awal dalam menentukan sasaran dan rencana, 

sehingga sangat berpengaruh dalam tujuan pemberian ADD sesuai sasaran atau 

tidaknya, dan mngetahui rencana yang digunakan dalam usaha mencapai sasaran 

tersebut. Penggunaan ADD desa Tamansari yang jauh belum sesuai dengan aturan 

namun sudah mempunyai apresiasi juga merupakan salah satu alasan peneliti 

ingin melihat proses perencanaan ADDnya yang sekaligus akan menjadi pedoman 

selama satu tahun pemerintahan. Keterlibatan para aktor dan perannya dalam 

proses perencanaan ADD di Desa Tamansari menjadi faktor dalam menentukan 

sasaran, sehingga keterlibatan aktor merupakan penentu pengalokasian 

penggunaan ADD. 

2.7 Perencanaan 

Siagian dalam (Sarinah, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan  dapat  

didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang 

dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang  dalam rangka  

pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan. Karena perencanaan dianggap sebagai 

sebuah proses maka Sarinah (2017:31) menjelaskan  bahwa terdapat 4 kegiatan 

perencanaan yang meliputi. 

 Langkah 1: Menetapkan tujuan. 

Perencanaan dimulai  dengan  keputusan  tentang  apa  yang  diinginkan  

atau dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sub unit. 

 Langkah 2: Menganalisa kondisi saat ini. 

Analisa perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

permasalahan dan potensi  sumberdaya  yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan. 

 Langkah 3: Mendefinisikan faktor pendukung dan penghambat rencana. 

Mengetahui faktor pendukung dan penghambat sangatlah penting dalam 

sebuah perencanaan agar keputusan yang diambil tepat  
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 Langkah 4: Mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai 

tujuan. 

Proses perencanaan melibatkan berbagai  alternatif  arah  tindakan  untuk  

mencapai  sasaran  yang  di inginkan,  mengevaluasi  alternatif-alternatif  yang  

ada  dan  memilih diantara alternatif tersebut yang paling sesuai untuk mencapai 

sasaran. 

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapaisuatu tujuan. Handoko 

dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) 

pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, 

proyek, program, prosedur, metode,sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan 

sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan 

menjaminterlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. 

Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan 

pengertian perencanaan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatuproses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yangakan dilakukan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan 

penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. 

c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-

perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu. 

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapatunsur-unsur 

penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indoensia dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan unsur-unsur 

perencanaansebagai berikut: 

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrityang 

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang 

dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 
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b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapaitujuan-

tujuan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses 

mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

2.7 Musrembang Desa 

2.7.1 Pengertian Musrembang Desa 

 Djohani (2008) menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. 

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap 

desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa 

dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. 

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan 

oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 

membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara 

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam 

maupun luar desa. 

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga 

komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau 

berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar 

menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. 

2.7.2 Dasar Hukum Musrembang Desa 

 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan 
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih 

lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa 

untuk membuat perencanaan- dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut. 

 Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama 

(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan 

Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang 

diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan 

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat 

petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. 

 Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan 

proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan 

tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen 

anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri 

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. 

2.7.3 Tujuan & Output Musrembang Desa 

 Menurut Djohani dalam buku panduan penyelenggaraan musyawarah 

perencanaan pembangunan desa tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan dan output 

Musrembang Desa yakni. 

2.7.3.1 Tujuan Musrembang Desa 

1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan 

menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan 

pemilahan sebagai berikut: 

 Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

 
 

dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat; 

 Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang 

dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD 

kabupaten/kota atau sumber dana lain; 

 Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui 

Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah 

dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi; 

2. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah 

yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan 

program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya. 

2.7.3.2 Output Musrembang Desa  

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan 

Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan; 

2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di 

Musrenbang kecamatan; 

3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang 

kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; 

bila 5 orang minimal 2 orang perempuan); 

4. Berita Acara Musrenbang desa. 

2.7.4 Proses Musrembang Desa 

 Djohani (6:2008) menjelaskan bahwa proses umum Musrembang Desa 

terbagi atas 3 tahap yakni: Tahapan Pra-Musrembang Desa, Tahapan Pelaksanaan 

Musrembang Desa dan Tahapan Pasca-Musrembang Desa. Penjabaran dari ketiga 

tahapan tersebut sebagai berikut. 

2.7.4.1 Tahapan Pra-Musrembang Desa 

1. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan: 

 Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM); 

 Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 

orang); 

 Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu: 

 Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa; 
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 Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan 

penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber 

(minimal 7 hari sebelum Hari-H); 

 Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, 

dan bahan). 

2. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan: 

 Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW 

dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat; 

 Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim 

pemandu. 

3. Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan- 

kegiatan: 

 Kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian 

desa oleh TPM dan Tim Pemandu; 

 Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran 

daerah oleh TPM dan Tim Pemandu; 

 Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu 

pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu. 

2.7.4.2 Tahapan Pelaksanaan Musrembang Desa 

1. Pembukaan. Acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

 Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa; 

 Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM); 

 Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi; 

 Doa bersama. 

2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan 

untuk musyawarah: 

 Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan 

desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan 

urusan/bidang pembangunan desa; 
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 Pemaparan kepala desa mengenai: (1) hasil evaluasi RKP Desa 

yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM 

Desa; (3) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk 

tahun yang sedang direncanakan; 

 Pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai 

kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan; 

 Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat. 

3. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya Sekdes) 

dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta. 

4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu. 

5. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa. 

6. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan 

penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/pemandu. 

2.7.4.3 Tahapan Pasca-Musrenbang Desa 

1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK Kades 

untuk Tim Delegasi Desa; (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa 

untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan; (3) penyusunan RKP Desa 

sampai menjadi SK Kades (berdasar SEB dan Permendagri No. 66/2007) 

atau peraturan Kades (berdasar PP No. 72/2005). 

2. Pembekalan Tim Delegasi desa oleh TPM (termasuk Tim Pemandu) agar: 

(1) menguasai data/informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan 

dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan; serta (2) penguatan 

kemampuan lainnya (wawasan, teknik komunikasi, presentasi). 

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan 

mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP 

Desa). 

2.7.5 Peserta Musrenbang Desa 

 Pelaksanaan Musrenbang desa sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 

hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya 

sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa. Komposisi peserta 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 
 

 
 

Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen 

masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: 

1. Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT); 

2. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/ pendidikan/ 

lingkungan); 

3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua); 

4. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh 

adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal); 

5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan 

swasta/bisnis, masyarakat umum); 

6. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku 

kepentingan dalam upaya pembangunan desa (Djohani, 2008) 

2.7.6 Struktur & Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) 

 Struktur & Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang menurut  Djohani 

(14:2008) meliputi: 

2.7.6.1 Struktur Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) 

 Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) di tingkat desa atau panitia 

Musrenbang desa biasanya diketuai oleh sekretaris desa, sedangkan kepala desa 

menjadi pembina dan pengendali Musrenbang. TPM ini merupakan struktur 

yang sederhana dengan jumlah personil yang sedikit. Seringkali beberapa tugas 

dilakukan oleh orang yang sama.Terdapat dua tim kerja penting yang merupakan 

bagian dari struktur TPM yaitu: 

1. Tim perumus dokumen perencanan desa (RKP Desa) biasanya dipimpin 

oleh sekretaris desa yang juga merupakan Ketua TPM; 

2. Tim pemandu kajian desa dan pelaksanaan Musrenbang desa biasanya 

dipimpin oleh Ketua LKM/LPM/LKMD tetapi akan sangat baik kalau 

anggota Tim Pemandu berasal dari kalangan independen yaitu individu 

warga desa yang memiliki kemampuan.Tim Pemandu juga biasanya 

menjadi anggota Tim Perumus Dokumen Perencanaan (RKP Desa). 

2.7.6.2 Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) 

 Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang desa, yaitu: 
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1. Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, 

menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca- 

Musrenbang); 

2. Membentuk Tim Pemandu (siapa, peran, dan tugas); 

3. Menyepakati tata cara menentukan dan mengundang peserta; 

4. Mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang secara terbuka, 

efektif,dan efisien; 

5. Mengorganisasi seluruh proses Musrenbang desa, mulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan sampai selesai penyusunan 

RKP Desa; 

6. Menyusun daftar periksa dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan 

(materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan; 

7. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbang desa; 

8. Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan 

(relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui 

surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk 

dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber; 

9. Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi Musrenbang 

desa dalam rangka penguatan kapasitas warga. Simulasi Musrenbang desa 

dapat dilakukan pada tahap pra-Musrenbang (tahap persiapan); 

10. Kepala desa berperan/tugas menjadi pembina dan pengendali dari 

keseluruhan pelaksanaan Musrenbang di desanya. 

2.7.7 Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa 

 Menurut  Djohani (15:2008)Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi 

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, 

peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar 

Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan 

keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa. 

1. Prinsip kesetaraan.  

 Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki- laki, perempuan, 

kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk 
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menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi 

perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk 

mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan 

menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak 

sependapat. 

2. Prinsip musyawarah.  

 Peserta Musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat 

pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-

ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan 

menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan 

desa di atas kepentingan individu atau golongan. 

3. Prinsip anti-dominasi.  

 Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/ kelompok yang 

mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui 

proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang. 

4. Prinsip keberpihakan.  

 Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong 

individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan 

pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda. 

5. Prinsip anti-diskriminasi.  

 Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

menjadi peserta Musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga 

punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh 

dibedakan. 

6. Prinsip pembangunan desa secara holistik.  

 Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana 

pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu 

saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan 

meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga 

tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas 

kegiatan pembangunan desa. 
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2.8 Kerangka Berfikir  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan sampai 

menghasilkan sasaran dan rencana yang akan dilakukan dalam usaha mencapai 

tujuannya, dan juga melihat aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan 

seberapa berperan mereka di dalamnya. Melihat juga bagaimana proses 

perencanaan sehingga menghasilkan pengalokasian ADD yang tidak sesuai 

dengan aturan namun sudah banyak mendapatkan apresiasi. Penulis berusaha 

merangkai pokok pemikiran yang kemudian menjadi kerangka berfikir yang 

tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban atas masalah 

yang diteliti. Kerangka berfikir yang peneliti gunakan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir  
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena 

metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengelola data dalam 

rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Pada bab ini peneliti 

akan menjabarkan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini akan berfokus pada 

proses perencanaan ADD mulai dari penetapan tujuan, sasaran, stategi, penetapan 

pekerjaan dan rancangan tanggung jawab aktor yang terlibat di dalam 

perencanaan. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

 Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus ditempuh oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan permasalahan yang 

sedang diteliti dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam bab metode 

penelitian ini, akan dijelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam 

melakukan penelitian dan beberapa hal lain yang berkaitan erat dengan 

pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Pendekatan Penelitian. 

2. Tempat dan waktu  Penelitian. 

3. Situasi Sosial. 

4. Desain Penelitian. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data. 

6. Teknik Pemeriksaan eabsahan Data. 

7. Teknik Penyajian dan Analisis Data. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll,     secara holistik 
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(utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Sudaryono (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut 

pandang atau interpensi individu (informan) dalam latar alamiah. Creswell (2015) 

menjelaskan, pelitian kualitatif merepresentasikan corak eksplorasi ilmu sosial 

dan humaniora yang abasah, tanpa harus dibandingkan dengan riset kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang 

terjadi pada objek penelitian. Silalahi (2009) mendefinisikan penelitian bersifat 

deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan kaidah hubungan antar-

peristiwa, baik yang menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-stimasi-proyeksi 

tentang gejala yang muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan 

peristiwa. Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengkaji fenomena secara mendalam dengan upaya memberikan gambaran dan 

uraian secara jelas terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengupayakan 

tergambarnya secara jelas tentang perencanaan pengelolaan ADD di Desa 

Tamansari. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian 

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi faktor penting dalam 

penentuannya karena akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut 

buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tempat dan 

waktu penelian adalah mencakup lokasi atau daerah sasarn dan kapan (kurun 

waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan 

(pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Lokasi dalam 

penelitian ini ditentukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten 

Banyuwangi. Lokasi penelitian tersebut dipilih oleh peneliti karena beberapa 

alasan berikut. 

1. Desa Tamansari merupakan desa dengan penerima ADD terbesar Di 

Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Pengalokasian ADD di Desa Tamansari belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

3. Desa Tamansari mendapat penghargaan Desa Wisata Award kategori 

pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementrian Desa, Pembangunan 

Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDT). 

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juni hingga Agustus tahun 2019, 

yaitu sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Jember. Rentang waktu tersebut diharapkan peneliti dapat 

mengetahui dan mengenali terkait fenomena yang menjadi fokus peneliti, yaitu 

tentang pengelolaan dalam konteks perencanaan ADD di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.3 Situasi Sosial 

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016) situasi sosial terdiri 

dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku/aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara 

sinergis. Penelitian ini menjelaskan situasi sosial dalam objek penelitian seperti 

berikut. 

1. Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin, Kabuoaten Banyuwangi. 

2. Pelaku yang di maksud yaitu informan yang dipilih untuk memperoleh 

informasi yaitu, Rizal Sahputra (Kepala Desa), Wiji Utami (Sekertaris 

Desa), Wiji Astuti (Kaur Keuangan), dan Mahsun (Ketua BPD). 

3. Ativitas yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perencanaan 

pengelolaan ADD. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Menurut Silalahi (2009) desain penelitian adalah rencana dan struktur 

penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat 

memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, berdasarkan sifatnya yaitu 
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penelitan deskriptif yang tujuannya menggambarkan sesuatu. Cara yang 

digunakan untuk memperolehnya yaitu dengan pengumpulan data melaui 

wawancara (wawancara tak terstruktur), observasi dan dokumentasi. Proses 

penentuan informan yang digunakan menggunakan teknik snowball sampling dan 

purposive sampling.  Data yang diperoleh kemudian dicek keabsahannya dengan 

teknik pemeriksaan triangulasi, dan dianalisis dengan model analisis Miles dan 

Huberman. 

3.4.1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan media sebagai sarana memusatkan dan 

mengarahkan penelitian agar tidak keluar dari objek yang hendak diteliti, sehingga 

sasaran penelitian dapat tercapai. Fokus penelitian juga membatasi objek yang 

diteliti sehingga tidak meluas dari objek yang heendak diteliti. Fokus penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2018.  

3.4.2. Penentuan Informan Peneliti 

Menurut Moleong (2012) menjelaskan informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk 

mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. 

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012) menjelaskan kegunaan informan bagi 

peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat 

membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum 

mengalami latihan etnografi.   

Dalam menetapkan seorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan 

dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan 

serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi 

objek penelitian. Dengan demikian akan mendapat informasi yang valid. Menurut 

Moleong (2012) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 
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1. Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal 

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti 

tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan 

sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya 

sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu  peneliti, yang 

mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.  

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. 

Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan 

persyaratan yang dikemukakan di atas.  

Sedangkan metode pengambilan informan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode  purposive sampling dan 

snowball sampling. Sugiyono (2014) mendefinisikan purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Peneliti memilih beberapa orang yang memenuhi kriteria sebagai 

informan yang dapat memberikan informasi terkait perencanaan pengelolaan 

ADD di Desa Tamansari. Informan yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut. 

1. Kepala desa Desa Tamansari. 

2. Sekertaris desa. 

3. Kaur Keuangan. 

4. Ketua BPD Desa Tamansari. 

5. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). 

6. Tokoh agama/masyarakat. 

 

3.4.3. Data dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2014) sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
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atau lewat dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya. 

Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan (observasi), 

catatan lapang, serta mewawancarai informan yang terlibat dalam proses 

perencanaan pengelolaan ADD di Desa Tamansari. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

terdapat di kantor desa yang berhubungan dengan proses perencanaan pengelolaan 

ADD.  

Tabel 3.1 Data yang dibutuhkan 

No. Data Lokasi Data 

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 

Profil Kabupaten Banyuwangi 

Peraturan perundang-undangan 

Website pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi 

2. Gambaran Umum Kecamatan Licin Kecamatan Licin 

3. Gambaran Umum Desa Tamansari 

Kantor Desa Tamansari 
Sejarah Desa 

Profil Desa 

Gambaran Umum Pengelolaan ADD 

4 Proses  Perencanaan 

Kantor Desa Tamansari 

Penetapan Tujuan 

Sasaran 

Strategi 

Penetapan Pekerjaan 

Rancangan Tanggung Jawab Aktor Yang 

Terlibat 

Sumber : Dari berbagai sumber (Dokumentasi Penelitian) 2019 

 

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu terkait dengan cara-cara yang akan 

digunakan oleh peneliti sebagai upaya pengumpulan data dan mendapatkan data 

dengan standart ilmiah. Menurut Sudaryono (2018) metode pengumpulan data 

merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan 

strateri atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitiannya, dan juga teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Lofland dan Lofland 

dalam Moleong (2012) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
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kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksud untuk memperoleh bahan-

bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.  

Alat perolehan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis 

penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Peneliti dalam hal 

ini menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut: 

3.4.1. Pengamatan (Observation) 

Menurut Gulo (2005) Pengamatan (observation) adalah metode 

pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Alasan secara metodologis 

penggunaan pengamatan menurut Moleong (2012) adalah dalam pengamatan 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan, pengamatan memungkinkan pengamat untuk 

melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, 

menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek pada keadaan waktu itu, 

pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati 

oleh subjek sehingga memunginkan pula peneliti menjadi sumber data, 

pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, 

baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. 

Menurut Sudaryono (2018) observasi yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, 

dan observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observsi 

dapat dilakukan dengan paetisipasi ataupun nonpartisipasi. Observasi partisipasi 

(participatoryobservation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung, pengamat iut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan, sedangkan 

observasi nonpartisipasi (nonparticipoatory observation) pengamat tidak ikut 

serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak iku dalam 

kegiatan. Jenis observasi dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah observasi nonpartisipasi (nonparticipatory observation) dalam 

menyelesaikan masalah penelitian. 
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3.4.2. Wawancara 

Menurut Moleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. 

Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

merupakan suber data atau informan yang memberi jawaban atas pertanyaan 

peneliti. Menurut Gulo (2005) wawancara adalah bentuk komunikasi langsung 

antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara 

mendalam. Dengan dilakukannya wawancara secara mendalam diharapkan dapat 

menggali informasi dari sejumlah jawaban atas pertanyaan mulai dari pertanyaan 

umum hingga khusus yang lebih mendalam tentang objek penelitian.   

Esterberg dalam Sugiyono (2014) membagi teknik wawancara menjadi 

tiga macam yaitu sebagai berikut. 

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Teknik wawancara ini digunkan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Teknik wawancara ini, peneliti telah 

mengetahui permasalahan dalam objek penelitian, sehingga dalam 

dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis atau yang disebut pedoman wawancara. 

2. Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, 

dalam pelaksanaannya lebib bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan lebih terbuka. 

3. Wawancara tak berstruktur (Unstructured Interview) 

Wawancara tak bertruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara secara sistemis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara jenis ini biasa dilakukan dalam penelitian pendahuluan 
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yang tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi terkait 

permasalahan dalam objek penelitian.  

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tersrtruktur 

dalam mengumpulkan data. Proses wawancara membutuhkam alat bantu untuk 

menunjang proses wawancara dan hasil data yang diperoleh dari wawancara, alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti adalah draft wawancara, buku cacatan, alat 

perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.  

 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Usman dan Akbar (2009) 

memaparkan bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang 

dipoeroleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksudkan adalah seperti 

catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. 

Dokumen lain yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metodeobservasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam 

mendukung penelitian ini yaitu dokumen yang dimiliki oleh kantor Desa 

Tamansari yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan ADD. 

 

Tabel 3.2 Teknik dan alat perolehan data 

No. Data Teknik Alat 

1. 

Gambaran Umum 

Kabupaten Banyuwangi 

Profil Kabupaten 

Banyuwangi 

Peraturan perundang-

undangan 

Dokumentasi 

Laptop 

Internet 

Alat Tulis 

2. 
Gambaran Umum 

Kecamatan Licin 
Dokumentasi 

Laptop 

Internet 

Alat Tulis 

3. 

Gambaran Umum Desa 

Tamansari 
Wawancara 

Dokumentasi 

Laptop 

Internet 

Alat Tulis 

Alat Perekam 

Pedoman wawancara 

Sejarah Desa 

Profil Desa 

Gambaran Umum 
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No. Data Teknik Alat 

Pengelolaan ADD 

4 Perencaan ADD Desa 

Tamansari Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

Laptop 

Internet 

Alat Tulis 

Alat Perekam 

Pedoman wawancara 

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah) 2019 

 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Moleong (2012) menjelaskan keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) 

menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria 

dan paradigmanya sendiri. Teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari empat 

kriteria seperti pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Pemeriksaan keabsahan data 

Kriteria Teknik Pemeriksaan 

Kreadibilitas (derajat kepercayaan) Perpanjangan keikut-sertaan 

Ketekunan pengamat 

Triangulasi  

Pengecekan sejawat 

Kecukupan referensial 

Kajian kasus negative 

Pengecekan anggota 

Kepastian Uraian rinci 

Kebergantungan Audit kebergantungan 

Kepastian Audit kepastian 

Sumber: Moleong (2012) 

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini mengacu pada kriteria kreadibilitas 

(derajat kepercayaan) dengan satu teknik pemeriksaan data berupa triangulasi. 

Moleong (2012) menjelaskan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi metode dan 

sumber.Patton dalam Moleong (2013) menjelaskan triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

 
 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menenngah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Patton dalam Moleong (2012) menjelaskan triangulasi dengan 

metode terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

 

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

Teknik ini adalah tahap akhir metode penelitian dalam proses penelitian. 

Moleong (2012) menjelaskan proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapang, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Hasil telaah terhadap seluruh dta 

tersebut menjadi rujukan bagi peneliti untuk dapat melakukan proses reduksi data. 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) membagi proses analisis data 

kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, 

dan proses penarikan kesimpulan. Proses analisis data Miles dan Huberman terdiri 

dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data 

display (penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau 

verifikasi). Model ini terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti yang dijelaskan pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman (Sumber: Sugiyono, 2014) 

 

3.5.1 Reduksi Data   

Banyaknya data yang didapatkan peneliti mulai awal penelitian tentu 

sangat rumit dan kompleks, maka perlu dilakukannya reduksi data. Sugiyono 

(2014) menjelaskan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari bila diperlukan. Data yang telah direduksi oleh peneliti kemudian 

disajikan secara rinci dan tersetruktur. Hasil reduksi data peneliti diharapkan 

mampu menghasilkan data tentang gambarang umum perencanaan pengelolaan 

ADD.    

 

3.5.2 Penyajian Data   

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyajian data. Sugiyono (2014) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian tertentu dalam penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2014) menjelaskan penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

 

Data Reduction 

Data Collection Data Display 

Conclusion Drawing 
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3.5.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi  

Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti 

melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah 

diolah. Sugiyono (2014) menjelaskan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang 

dilakukan oleh peneliti didasarkan oleh fakta-fakta yang telah ditemukan dilapang 

dengan melakukan proses verifikasi mulai awal penelitian guna memperkuat 

kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan penelitian merupakan hasil atau 

jawaban daripada rumusan masalah yang telah ditetapkan.   
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diberikan dengan tujuan  untuk  

meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan  

pelayanan, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Proses perencanaan 

pemanfaatan ADD di Desa Tamansari bisa dikatakan cukup baik jika ditinjau dari 

segi partisipasi masyarakatnya, sebab jumlah partisipasi masyarakat mencapai 

70% di dalam forum musyawarah pembangunan desa tahun 2018. Musrenbang 

Desa  adalah  forum  musyawarah  yang  membahas usulan-usulan  rencana  

kegiatan  pembangunan  desa  yang  berpedoman pada  prinsip-prinsip  

perencanaan  pembangunan  partisipasi  masyarakat Desa  serta  transparansi  

pemerintah  kepada  masyarakat.   

 Pada  Proses  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diawali dengan  

rapat  perdusun yang diikuti seluruh komponen masyarakat dan lembaga di Desa 

untuk menetapkan skala prioritas usulan yang akan dimuat dalam format 

RKPDes. Nantinya format RKPDes ini lah yang kemudian diusulkan dalam forum 

Musrembangdes. Di sisi lain dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

ADD, kepala desa juga membentuk TPK (Tim Pelaksana  Kegiatan) ADD yang 

bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

 Proses Musrenbang Desa Tamansari dipimpin langsung oleh bapak Rizal 

selaku kepala desa. Masyarakat menuturkan bahwa selama forum musrembang 

desa berjalan, kepala  desa bersifat terbuka terhadap usulan masyarakat. Jika 

dalam musrembangdes seluruh peserta telah menyepakati usulan 

kegiatan/program maka rancangan usulan tersebut akan dievaluasi kembali 

sebelum ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2018. Di tahap akhir pemerintah desa 

harus menyusun Rencana Penggunaan Dana   (RPD) sesuai RKPDes yang telah 

ditetapkan. 

 Beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Proses perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin tahun 2018 telah berjalan sesuai prosedur hukum 
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yang berlandaskan pada peraturan bupati Banyuwagi No. 85 tahun 

2016 dan peraturan bupati Banyuwagi No.39 tahun 2017. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa program/kegiatan yang 

ditetapkan dalam musrembangdes belum bersinergi dengan visi desa 

serta program jangka panjang kepala desa Tamansari yang ingin 

menciptakan masyarakat desa yang berdaya untuk merealisasikan desa 

wisata Tamansari. Hal ini dapat dilihat pada konsentrasi ADD yang 

mayoritas ditujukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi 

sehingga pada saat musrembangdes berlangsung masyarakat masih 

malu-malu untuk mengungkapkan sarannya. Akibatnya seluruh saran 

dari masyarakat tidak terakomodir dengan baik. 

5.2 Saran 

 Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurang 

sinerginya antara proses perencanaan alokasi dana desa Tamansari tahun 2018 

dengan visi desa. Sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa 

bertujuan agar desa mampu mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam 

visi desa sehingga sudah seharusnya apabila segala bentuk kegiatan 

atau program yang ditetapkan dalam proses perencanaan ADD harus 

mengarah pada visi desa.  

2. Komunikasi adalah salah satu faktor penghambat dalam proses 

perencanaan ADD di Desa Tamansari. Peneliti berasumsi bahwa 

faktor ini merupakan salah satu faktor yang berdampak pada 

ketidaksingkronan antara visi desa dengan program/kegiatan yang 

ditetapkan dalam tahap perencanaan (musrembangdes) sehingga 

peneliti memberikan saran agar antara pihak desa dengan masyarakat 

memperbaiki kemampuan berkomunikasi sehingga mampu 

menciptakan satu bentuk kesepemahaman yang utuh terkait visi desa.  
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Lampiran 2  

PEDOMAN WAWANCARA I 

(untuk Perangkat Desa) 

Perencanaan ADD di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi 

 

1. Berapakah besaran ADD di Desa Tamansari? 

2. Bagaimana pertumbuhan ADD di Desa Tamansari? 

3. Bagaimana tahapan perencanaan ADD di Desa Tamansari? 

4. Apa yang menjadi tujuan/sasaran dari ADD? 

5. Siapa saja aktor yang dilibatkan dalam proses perencanaan ADD?  

6. Apa saja perannya dalam proses perencanaan ADD? 

7. Bagaimana menyangkut tentang PERMENDAGRI Nomor 37 

Tahun 2007 tentang  pedoman pengelolaan keuangan desa dan 

implementasinya di Desa Tamansari?  

8. Progam apa saja yang dibiyayai melalui ADD? 

9. Bagaimana hasil progam yang dibiyayai oleh ADD? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA II 

(untuk masyarakat, BPD, LPMD) 

Perencanaan ADD di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi 

 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan ADD? 

2. Bagaimana peran BPD dalam proses perencanaan ADD? 

3. Bagaimana peran LPMD dalam proses perencanaan ADD? 

4. Bagaimana menyangkut tentang PERMENDAGRI Nomor 37 

Tahun 2007 tentang  pedoman pengelolaan keuangan desa dan 

implementasinya di Desa Tamansari?  
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Lampiran 8 

 

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN TANAH LOS 
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Lampiran 9 

 

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN JAMBU 
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DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN AMPELGADING 
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Lampiran 11 

 

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN BLIMBINGSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


116 
 

 
 

Lampiran 12 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 85 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN 

ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan 

ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata 

Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa; (Lembaran Negara  

(2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa . 

(3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala 

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pasal 14 

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

(1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman 

pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya; 

(2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan; 

d. Biaya Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan; dan 

e. Biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat. 

(3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lapiran 

Peraturan ini: 

Pasal 16 
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(1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala 

Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 

(2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh 

perseratus); 

b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 

digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); 

c. ADD yang berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta 

rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan 

ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). 

(2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah 

perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis. 

Pasal 17 

(1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 

desa paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah 

dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa yang diarahkan untuk menunjang: 

a. Operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan 

Pemerintah Desa; 

b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

(2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan 

kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 

50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk 
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biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 

diarahkan untuk: 
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1 

Lampiran 13 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 39 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 

TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI 

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pembiayaan 

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan 

dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata 

Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa; (Lembaran Negara Republik  

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyuwangi, diubah sebagai berikut: 

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) ketentuan Pasal 17 disisipi satu ayat baru 

yaitu ayat (2.a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa 

paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah 

dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa yang diarahkan untuk menunjang: 

a. Operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-

kegiatan Pemerintah Desa; 

b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

(2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan 

kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 

50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk 

biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 

diarahkan untuk: 

Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana  

Fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya; 
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a. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya 

yang dianggap penting; 

b. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

(2. a) Ketentuan penggunaan ADD sesuai bidang  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi desa yang 

pada tahun anggaran berjalan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat 

dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipi satu Pasal baru yaitu Pasal 17 A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 A 

Dalam hal bantuan keuangan ADD dipergunakan untuk pembiayaan 

Pemilihan Kepala Desa, besaran alokasi anggaran pemilihan kepala desa 

dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 

anggaran berjalan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

Ditetapkan di Banyuwangi Pada 

Tanggal 7 Agustus 2017 
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BUPATI BANYUWANGI, 

 

Ttd. 

 

H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

Diundangkan di Banyuwangi Pada 

Tanggal 7 Agustus 2017 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Ttd. 

 

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP 195912271986031022 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 39 
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Lampiran 14 

DAFTAR HADIR MUSREMBANGDES 
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Lampiran 15 

RPJM DESA TAMANSARI 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA ADD 
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